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ABSTRAK

Pilkada Serentak 2020 merupakan pemilihan umum untuk mengisi
kekosongan kursi jabatan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat
9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia yang akan menyelenggarakan
Pilkada. Namun pada tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan kondisi pandemi
Covid-19 yang mengakibatkan keadaan darurat sekala nasional. Pilkada Serentak
2020 sempat mengalami penundaan dari tanggal pelaksanaan awalnya, namun
dengan berbagai pertimbangan yang ada, pada akhirnya pemerintah tetap
melaksanakannya pada tahun 2020 di tengah pandemi yang belum reda. Keputusan
ini menyebabkan berbagai penolakan dikalangan masyarakat karena dinilai
mempunyai resiko tinggi terhadap meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah merespon atas kekhawatiran masyarakat tersebut dengan
membuat dan menerbitkan peraturan baru perihal Pilkada 2020. Peraturan baru
tersebut tertuang pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Pada peraturan
tersebut pemerintah melalui KPU membuat mekanisme ulang perihal
penyelenggaraan pilkada agar sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
Dengan adanya peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan tersebut,
diharapkan agar dapat mengurangi resiko penyebaran covid-19 di Indonesia saat
pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Penelitian ini menganalisis apakah peraturan protokol kesehatan tersebut
terimplementasi dengan baik saat pelaksanaa berlangsung atau tidak. Selain itu
bagaimana pandangan maslahah mursalah melihat aturan protokol kesehatan pada
pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tersebut apakah memang mendatangkan
kemaslahatan atau tidak bagi kepentingan umum.

Kata Kunci: Pilkada Serentak 2020, Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan,
Maslahah Mursalah
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa
lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan
Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987
dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< B&’ B Be
< T& T Te
< ‘Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
D R&’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Sin S Es
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L 7a’ Z zet (dengan titik dibawah)
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g’ Ain * ‘ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha
] F&’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
O Nin N En
K Wawi W We
> H& H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
S Y& Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
53 dala Ditulis Muta’addidah
8¢ Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
FOLEN Ditulis Hikmah
ale Ditulis illah ¢

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).



2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘a/’ serta bacaan kedua itu terpisahh

maka ditulis dengan h

sl YL S Ditulis Karamah al-‘auliya

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan

dammah ditulis t atau h

LhallBlE Ditulis Zakah al- fitri

D. Vokal Pendek

Jad Fathah Ditulis A
ditulis Fa’ala
8 Kasrah Itulis I
ditulis Zukira
L Dammah Ditulis U
ditulis Yazhabu

E. Vokal Panjang

1 | Fathah + alif Ditulis A
EEERES Ditulis Jahiliyah
2 | Fathah + ya’ mati Ditulis A
(o Ditulis Tansa
3 | Kasrah + ya’ mati Ditulis I
@S Ditulis Karim
4 | Dammah + wawu mati Ditulis U
U d Ditulis Furud




F. Vokal Rangkap

1 | Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
aSin Ditulis Bainakum

2 | Fathah + wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof
Rl Ditulis A’antum
&G Gl Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J!, namun
dalam trasliterasi ini kata sambung itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariah.

1. Bila diikuti huruf qomariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf

Qomariyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya

Sl Ditulis Al-Qur’an

Gl Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya

(] Ditulis As-Sama

Sl Ditulis Asy- Syams
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

Oas all g5 5 Ditulis Zawi al-furid

LT A Ditulis Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal
kata sandangnya. Contoh:

oAl 8 O3 ol & Lma i

Syahru Ramadan al-Lazi unzila Fih al-Qur’an.

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,
shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah
dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
a1 el A avy
Jua aglll Al gy g o T2ana (lagil g 4 W) AN Y () agd cnallal) o 4l daadli

mui,wim;ﬂiﬁjwuﬁ;
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transmisi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) terjadi dengan
sangat cepat dan meluas secara global. Pada tanggal 11 Maret 2020 World
Health Organization (WHQO) secara resmi menetapkan status penyebaran
Covid-19 sebagai pandemi global,! dan pada tanggal 13 April 2020 Presiden
Joko Widodo resmi meneken Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Wabah Virus Corona sebagai Bencana Nasional.> Dampak dari pandemi ini
bukan hanya menyerang di sektor kesehatan saja. Namun, berbagai sektor
seperti pendidikan, sosial, budaya, politik, hingga birokrasi pemerintahan
mengalami berbagai hambatan. Bahkan, di sektor ekonomi banyak negara di

dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Berbagai macam upaya untuk mencegah semakin meluasnya pandemi
Covid-19 terus dilakukan. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti,
pembatasan skala besar, lockdown, menutup ruang publik, dan menunda
berbagai agenda nasional maupun internasional. Berbagai agenda birokrasi

pemerintahan juga tak luput terkena dampak dari pandemi. Institute for

“National Geographic: WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global Apa
Maksudnya?” https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-
pandemi-global-apa-maksudnya?page=all, diakses pada tanggal 25/3/2021, pukul 12.03 WIB.

2“BNPB: Presiden  Tetapkan  Covid-19 Sebagai  Bencana  Nasional”,

https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional, diakses  pada
tanggal 23/03/2021, pukul 12.07 WIB.



Democracy and Electoral Assistance (IDEA) pada tanggal 13 Desember 2020
memberikan laporannya dalam Global Overview of COVID-19: Impact on
Elections.® Pada laporan IDEA tersebut, tercatat sejak tanggal 21 Februari - 13
Desember 2020 terdapat 75 negara maupun teritori yang memutuskan menunda
pemilu nasional dan daerah, dan dari jumlah tersebut setidaknya ada 40 negara

yang menunda pemilu dan refrendum nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menunda Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020. Pada awalnya
Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020,
dengan dasar hukum UU No. 10 Tahun 2016.* Namun dikarenakan Indonesia
juga terkena dampak dari pandemi dan mengalami angka penyebaran Covid-19
yang tinggi. Maka melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu) No. 2 Tahun 2020, pemerintah secara resmi untuk menjadwalkan ulang
pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020.°
Penjadwalan ulang pilkada tersebut diharapkan dapat memberikan waktu yang
cukup bagi pemerintah dan masyarakat agar bisa menekan angka penyebaran

virus di Indonesia.

3 “Global Overview of COVID-19: Impact on Elections”, https://www.idea.int/news-
media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact elections, diakses pada tanggal
17/12/2020, pukul 13.31 WIB.

4“Media  Indonesia:  Pilkada  Serentak  Digelar 23  September  2020”
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/243085/pilkada-serentak-2020-digelar-23-
september, diakses pada tanggal 23/03/2021, pukul 12:28 WIB.

S“DPR RI: Pilkada Serentak Tetap 9 Desember 2020~
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30143/t/Pilkada+Serentak+Tetap+9+Desember+2020,
diakses pada tanggal 23/03/2021, pukul 12:39 WIB.



Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten,
dan 37 Kota di Indonesia dengan jumlah daftar pemilih mencapai lebih dari 100
juta pemilih.® Dengan banyaknya daerah dan jumlah daftar pemilh tersebut,
pemerintah mencanangkan berbagai peraturan mengenai teknis pelaksanaan
pilkada guna memenuhi syarat protokol kesehatan. Pembuatan aturan-aturan

tersebut bertujuan untuk meminimalisir meluasnya transmisi Covid-19.

Pembuatan peraturan untuk memenuhi syarat protokol kesehatan agar
tidak terjadi perluasan transmisi Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada tersebut
sudah relevan. Pasalnya banyak wilayah di Indonesia yang akan
menyelenggarakan pilkada masuk pada zona beresiko tinggi dalam transmisi
Covid-19. Data yang dihimpun dari satgas Covid-19, jumlah Kabupaten/Kota
yang masuk kategori resiko tinggi dan sedang berjumlah 194 atau setidaknya
74 % dari total 261 kabupaten/kota. Sebanyak 57 Kabupaten/kota beresiko

rendah, sementara 10 kabupaten/kota lainnya tidak terdampak kasus.’

Namun dalam proses pelaksanaan pilkada serentak tersebut, banyak
terjadi pelanggaran dalam aturan protokol kesehatan. Pelanggaran tersebut
mulai dari proses pendaftaran calon kepala daerah, kampanye, hingga pada

pelaksanaan pencoblosan berlangsung. Para pelanggar protokol kesehatan

¢ “Kompas: Berikut Daftar 270 Daerah Yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020,
https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/193100165/berikut-daftar-270-daerah-yang-gelar-
pilkada-serentak-9-desember-2020?page=all, diakses pada tanggal 25/03/2021, pukul 12.35 WIB.

7 “CNBC Indonesia: Duh 14 Pilkada digelar di Kota Zona Merah Covid-19”,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20201125173830-4-204658/duh-14-pilkada-digelar-di-kota-
zona-merah-covid-19, di akses pada tanggal 18/12/2020, pukul 08.13 WIB.



selama proses pilkada tersebut bukan hanya dilakukan oleh para warga sipil
saja, namun para petugas pelaksanaan sampai calon kepala daerah juga tak luput

dari aksi melanggar pelaksanaan protokol kesehatan.

Dalam proses pendaftaran calon kepala daerah saja, Kemendagri telah
menegur 72 calon kepala atau wakil kepala daerah yang berpartisipasi dalam
Pilkada Serentak 2020. Mereka mendapatkan teguran keras setelah dinyatakan
melakukan pelanggaran terkait protokol kesehatan. Pelanggaran yang
dilakukan oleh para calon kepala daerah tersebut Sebagian besar
dikarenakan dalam proses pengenalan diri ke publik atau proses deklarasi
menimbulkan kerumunan masa yang tidak menerapkan protokol

kesehatan.®

Pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada tidak
berhenti disitu. Dalam paparan salah satu anggota Bawaslu yaitu Mochammad
Afifudin menyatakan bahwa terdapat 1172 petugas KPPS yang dinyatakan
positif Covid-19. Pelanggaran protokol kesehatan lainnya yaitu tidak terdapat
fasilitas cuci tangan di sebanyak 1454 TPS.? Dalam kasus total yang dipaparkan

oleh juru bicara satgas Covid-19, ada sebanyak 178.039 orang yang ditegur

8 “Suara.com: Resmi! Ini Daftar 72 Peserta Pilkada 2020 yang Melanggar Protokol
Kesehatan”, https://www.suara.com/news/2020/09/11/132245/resmi-ini-daftar-72-peserta-pilkada-
2020-yang-melanggar-protokol-kesehatan, diakses pada tanggal 22/03/2021, pada pukul 15:08
WIB.

% “Tirto.id: 1.172 Petugas KPPS Positif COVID Tetap Bertugas di Pilkada 20207,
https://tirto.id/1172-petugas-kpps-positif-covid-tetap-bertugas-di-pilkada-2020-f7W2, diakses pada
tanggal 22/03/2021, pukul 15:49 WIB.



dengan persoalan pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada

berlangsung.'”

Dengan melihat banyaknya pelanggaran mengenai protokol kesehatan
yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Didapatkan bahwa
dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada
serentak 2020 tersebut, terdapat banyak hak-hak warganegara yang dilanggar.
Hak-hak yang yang dilanggar tersebut seperti hak hidup, hak keselamatan
hidup, hak rasa aman, dan hak atas kesehatan. Negara yang seharusnya berperan
aktif dan penuh dalam pemenuhan perlindungan warga negaranya atas hak-hak
tersebut, malah mencederainya dengan pelaksanaan pilkada yang membuahkan
banyak pelanggaran protokol kesehatan, yang mana hal tersebut dapat

menimbulkan ancaman kesehatan dan keselamatan hidup.

Oleh karena itu, dari uraian diatas mengenai permasalahan maupun
perdebatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut, penulis
memandang perlu meneliti dan membahas secara mendalam mengenai
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Perspektif Maslahah

Mursalah.

10 “Merdeka.com: Satgas Sebut 178.039 Orang Ditegur Karena Langgar Prokes Selama
Pilkada 20207,  https://www.merdeka.com/peristiwa/satgas-sebut-178-orang-ditegur-karena-
langgar-prokes-selama-pilkada-2020.html, diakses pada tanggal 22/03/2021, pukul 16:01 WIB.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun menemukan
beberapa permasalahan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun beberapa

permasalahan yang akan dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan protokol kesehatan selama
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 disaat masa pandemi Covid-
19?

2. Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah terhadap peraturan
protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di

masa Pandemi Covid-19?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selain untuk menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun, tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum tata
negara terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dalam masa
pandemi.
2. Kegunaan
Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:
a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pemikiran dan informasi untuk mengembangkan



wawasan keilmuan khususnya pada pelaksanaan Pemilihan
Umum.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan
ketika penyelenggaraan pemilihan umum dalam masa darurat

maupun kebencanaan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan yang
pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian.
Mengantisipasi adanya kesamaan atau plagiasi, serta menjamin keabsahan dan
keaslian penelitian, penyusun mendapat beberapa penelitian terdahulu yang
juga mengkaji dan membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun
pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh
mana perbedaan penelitian ini dengan peneilitian sebelumnya dan bukan
merupakan suatu pengulangan. Sepanjang penelusuran penyusun, ditemukan
beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya

sebagai berikut:

Pertama, Aprista Ristyawati dalam tulisannya di sebuah jurnal yang
berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat
Covid-19 Di Indonesia”. Karya ini merupakan penelitian dengan teknik studi
kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif terkait

dengan Pilkada Serentak 2020 di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.



Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membahas mengenai efektivitas
dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi Covid-19.
Dalam pembahasannya, penulis memaparkan tentang dampak positif dan
negatif dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah masa Pandemi
Covid-19. Dalam pembahasan selanjutnya, penulis juga memaparkan mengenai
usaha maupun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun
masyarakat dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 ketika
pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan. Dalam penelitian ini dapat
diambil kesimpulan bahwa adanya dampak negatif maupun positif, serta upaya
yang dapat dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus ketika Pilkada

Serentak 2020 tetap diselenggarakan di tengah masa Pandemi Covid-19.!!

Kedua, Putri Hergianasari dalam tulisannya di sebuah jurnal yang
berjudul “Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah 2020 Di Tengah Covid-19 Di Indonesia”. Karya ini merupakan hasil
laporan dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan,
sosialisasi, FGD, serta brain storming secara daring dengan menggunakan
aplikasi Zoom. Kegiatan ini menghasilkan alternatif tata cara penyelenggaraan
pilkada di tengah Covid-19 yaitu dengan Electoral Distancing. Electoral
Distancing merupakan hasil dari kolaborasi antara prinsip pelaksanaan pilkada

di tengah Covid-19 oleh Bawaslu dengan tata cara penyelenggaraan Pilkada

' Aprista Ristyawati, “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Darurat
Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal CREPIDO Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2,
No. 2, (November 2020), him. 85-96.



Korea Selatan 2020. Hasil laporan lainnya dalam kegiatan ini adalah perihal
peran masyakat untuk mengawal pilkada dan menjadi pengawas partisipatif.
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil laporan ini ialah, prinsip Electoral
Distancing harus dipedomani sebagai tindakan pencegahan penularan virus, dan
pentingnya peran pengawasan Electoral Distancing partisipatif oleh

masyarakat.!'

Ketiga, Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto dalam
tulisannya di sebuah jurnal yang berjudul “Dikursus Hukum: Alternatif Pola
Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini
menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis
membahas beberapa poin dalam kaitannya mengenai pelaksanaan pilkada di
masa pandemi Covid-19. Pembahasan yang pertama ialah mengenai alternatif
pola pengisian jabatan kepala daerah seperti penunjukan pelaksana tugas,
pilkada tidak langsung, dan pilkada menggunakan surat elektronik. Dalam
pembahasan selanjutnya penulis membahas mengenai diskursus hukum
mengenai pelaksanaan Pilkada pada masa Pandemi dengan merujuk Perpu No.
2 Tahun 2020. Kesimpulan pada penelitian ini adalah jika pilkada secara
langsung terancam tidak dapat digelar atau ditunda dikarenakan transmisi
Covid-19 yang masih tinggi. Maka akan terjadi kekosongan jabatan kepala
daerah. Untuk mencegah kekosongan tersebut, beberapa alternatif pola

pengisian jabatan kepala daerah dapat menjadi solusi, diantaranya melalui

12 Putri Hergianasari, “Laporan Pengabdian Masyarakat “Electoral Distancing: Alternatif
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Di Tengah Covid-19 Di Indonesia”. Magistrorum
Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 01, No. 1 (Agustus 2020), hlm. 112 — 121.



penunjukkan penjabat sementara atau pelaksana tugas (PLT), pilkada tidak
langsung, dan pilkada menggunakan sistem Pemilu elektronik. Namun
dikarenakan pemerintah mengeluarkan Perpu No. 2 Tahun 2020 yang menandai
bahwa pemerintah ingin tetap melaksanakan pilkada secara langsung. Maka
pemerintah dan masyarakat wajib memastikan protokol kesehatan harus
dijalankan secara ketat selama proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

berlangsung.'?

Keempat, Wisma Silalahi dalam tulisannya di sebuah jurnal yang
berjudul “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak
2020”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam
penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji mengenai perihal penundaan
pelaksanaan Pemilu Serentak 2020 dengan mendasarkan pada hukum konstitusi
yang ada. Pada pembahasan yang dilakukan, peneliti menggunakan dasar
rujukan Perpu No. 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
walikota, serta menggunakan persepektif Force Majeure atau Overmacht
dengan pengertian yang terkandung pada pasal 1244 dan 1245 di KUHPerdata.
Alasan penulis merujuk dan menggunakan perspektif Force Majeure atau
Overmacht adalah dikarenakan Pilkada Serentak 2020 dihadapkan pada
keadaan ditengah bencana pandemi Covid-19. Kesimpulan yang dapat diambil
pada penelitian ini adalah, penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di

harapkan dapat mampu bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin

13 Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto, “Dikursus Hukum: Alternatif
Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hlm. 188-2014.
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kesejahteraan rakyat. Kesimpulan lain adalah penundaan pelaksanaan Pilkada
Serentak 2020, tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga penundaan
pelaksanaan pemilihan dapat dikatakan telah sesuai dan memenuhi syarat
sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. '

Kelima, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dalam tulisannya di
sebuah jurnal yang berjudul “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah
Pandemi Covid-19”. Dalam karya tulis ini, penulis melakukan pembahasan
mengenai penundaan pentingnya dikeluarkannya produk Perpu oleh presiden
untuk menyikapi Pilkada Serentak 2020 yang dihadapkan pada permasalahan
Pandemi. Pada perihal ini penulis berharap kepada presiden agar menerbitkan
Perpu untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai keadaan
Pandemi di Indonesia membaik atau angka transmisi kasus bisa serendah-
rendahnya. Alasan presiden didorong untuk mengeluarkan perpu pilkada adalah
agar penundaan pilkada bersifat legalitas. Kesimpulan pada penelitian ini
adalah negara harus secara cepat dan sigap untuk segera menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penundaan Pilkada. Hal ini
setidaknya memberikan status legalitas penundaan dan menjamin adanya suatu

kepastian hukum dalam proses ketatanegaraan. !>

14 Wisma Silalahi, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020,

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2, No. 1, (November 2020), hlm.
41-55.

15 Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah

Pandemi Covid-19”, ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, Hlm. 121-

128.
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Keenam, Jalaludin Ali dalam tulisannya di sebuah jurnal yang berjudul
“Kajian Manajemen Krisis Pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020”. Dalam penelitian ini, peneliti
mengkajinya dengan desktiptif kualitatif dan menggunakan metode
kepustakaan. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai manajemen krisis
dan beberapa regulasi terkait Pilkada Serentak 2020. Beberapa aspek yang
dibahas pada penelitian ini meliputi, aspek pelaksanaan pilkada, dan aspek
kesehatan dan keselamatan. Kesimpulan pada penelitian ini adalalah regulasi
dan peraturan yang diterbitkan oleh KPU, memuat aspek pencegahan dan

mengedepankan kesehatan serta keselamatan secara baku dan permanen. '

Dalam hal ini terdapat perbedaan secara tegas antara 6 (enam) karya tulis
di atas dengan karya yang disusun. Perbedaan tersebut adalah pada teori atau
perspektif yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun sama-sama
membahas dan meneliti tentang Pilkada Serentak 2020 di Indonesia yang
dilaksanakan pada masa pandemi, namun penyusun lebih menekankan
pembahasan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan menggunakan teori

Maslahah Mursalah.

16 Jalaludin Ali, “Kajian Manajemen Krisi Pada Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
Dalam Pemilihan Serentak Tahun 20207, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu
Indonesia, Vol. 2 No. 1, (November 2020), hilm. 68-82.
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E. Kerangka Teori
1. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahas Arab dan telah
dilakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti
mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak
kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu,
vasluhu, salaham, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermafaat.
Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil

agama (al-Qur’an dan Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dimaksud dengan maslahah
mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dengan tujuan
syara’, tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara’ yang membenarkan atau
menggugurkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai
kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.!” Sedangkan Said
Ramdan Al-Buti menjelaskan bahwa hakikat maslahah mursalah ialah
setiap manfaat yang tercakup dalam tujuan syara’ (pembuat hukum) dengan

tanpa ada dalil yang membenarkan atau membayalkan. '8

Dari kedua ta’rif tentang maslahah mursalah ini dipertegas oleh

Ahmad Munif Suratmaputra bahwa yang dimaksud dengan maslahah

17 Wahbah Az-Zuhaili, dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 266

¥ Muhammad Sa’id Ramdan al-Buti, dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), him. 266
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mursalah adalah maslahat yang berjalan dengan tindakan syara’ dan tidak
ada dalil tertentu membenarkan atau membatalkannya, misalnya Tindakan
Abu Bakar As-Shidiq mengodifikasikan AL-Qur’an dan inisiatif beliau
menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah sepeninggal beliau. Hal ini
meurupakan tindakan yang sejalan dengan tujuan Syariah, pendapatnya
tidak didasarkan kepada Al-Qur’an, hadis atau ijma’ melainkan dikarenakan
memang tidak ada dalil yang menunjukkannya tetapi didasarkan pada

maslahah mursalah.”’

Dasar hukum para ahli hukum Islam mempergunakan maslahah

mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah Syariah adalah sebagai berikut:
OB oS a1 gl 5 Jsm Ml 1 gmdal g dll ) gradal | sial cpdll L
Al AY) o sl il ¢ sie 55 w58 5 Jpm My dll G 053 58 6 o (b i
203 45 a5 pa
Hadis dari Mu’az bin Jibal: “Bagaimana engkau (Mu’az) mengambil
suatu keputusan hukum terhadap suatu persoalan hukum yang diajukan
kepadamu? Jawab Muaz, ’Saya akan mengambil suatu keputusan hukum
berdasarkan kitab Allah (al-Qur’an)”. Kalau kamu tidak mendapatkannya
dalam kitab Allah? Jawab Mu’az, “Saya akan mengambil keputusan

berdasarkan atas Sunnah Rasul”. Selanjutnya nabi bertanya, “Jika engkau

tidak mengambil keputusan berdasarkan Sunnah Rasul?”, jawab Mu’az,

! Ahmad Munif Suratmaputra, dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 266

20 An-Nisa (4) :59
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“Saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya.” Lalu
Rasullulah menepuk dada Mu’az seraya mengatakan, “Segala puji bagi
Allah yang telah memberi taufiqg urusan Rasulnya pada sesuatu yang di

ridhai oleh Allah dan Rasul-Nya”.*!

Hadis dari Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa
Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari
Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat
(sesuatu yang membahayakan) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat

mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)*?
Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh
Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa maslahah mursalah dalam ushul figh

dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu cls Je a3 2ulid) ¢

Zbadll (dar'ul mafasid mugaddamun ala jalbil mashalih) yaitu menarik

kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah

mengandung maslahah, baik yang datangnya dari perintah maupun

larangan.?

2ISunan Abu Daud, dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:

PT Rajagrafindo Persada, 2006), him. 274

22 Syaikh Muhamamd bin Shalih al-Utsaimin, Syarah Hadis Arbain Imam An-Nawawi,

(Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2013), him. 419

23 Johari, Konsep Maslahah Izzudin ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa’id al-Ahkam

Limashalih al-Anam. Jurnal Artikel, Institut Keislaman KH Hasyim As’ari (IKAHA) Tebuireng
Jombang (2013), hal. 74.
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2. Teori Implementasi Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, implementasi dapat
diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.?* Sebuah implementasi jika
dihubungkan dengan produk hukum, maka tidak akan bisa terlepas dari
teori penegakan hukum atau bisa juga disebut dengan teori efektifikasi
hukum. Hal tersebut berkaitan dikarenakan penegakan atau efektifikasi
mempunyai peran penting dan juga sebagai tolak ukur bagi sebuah
lembaga untuk menimbang keberhasilan dalam mencapai tujuannya.
Efektifitas mempunyai arti adanya efek atau pengaruh (akibat) terhadap

sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya.?

Perihal mengenai implementasi hukum, maka juga berkorelasi
dengan pelaksanaan hukum itu sendiri, dimana sebuah hukum dibuat atau
diciptakan untuk dilaksanakan. Tidak bisa disebut sebuah hukum apabila

hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan
ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik
praktis maupun teoritis. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah suatu

langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau

24 Website KBBI, https:/kbbi.web.id/implementasi, diakses pada tanggal 5 Juli 2023,
pukul 12:47 WIB

23 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989), him 521.
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informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis

penelitian.?®

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yang
mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti maupun melakukan kajian
terhadap (berbagai macam) literatur dan sumber-sumber lainnya. Dengan
kata lain, penelitian ini mengumpulkan data atau informasi dari hasil
penelaahan yang didapatkan dari bahan - bahan kepustakaan yang ada dan
relevan dengan tema pembahasan.?’
2. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yang dipakai oleh penyusun Perpu Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati, dan data dari
website resmi Komite Penanganan Covid-19, Peraturan KPU Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomo 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hasil press

release Bawaslu

26 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan, (Jakarta,
Gresindo,2010), hlm.5.

27 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Cet. Ke-
1 (Bandung: Alfabeta,2017), hlm. 97.
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b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur
yang berkaitan dengan obyek penelitian. Baik berupa buku, jurnal,
artikel, maupun berita yang berkaitan dengan pembahasan dalam
penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan
data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara
membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data
primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, artikel maupun
berita yang terkait.
4. Analisis Data
Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah
dihimpun secara deskriptif dan sistematis, kemudian diolah secara analitis
dan mendalam. Dalam hal ini, data yang akan dikumpulkan berasal dari
buku yang relevan, jurnal, artikel maupun berita yang terkait, dideskripsikan
secara sistematis. Kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan

yang telah ditentukan.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang
memiliki sub bab-bab tertentu yang masing — masing babnya berkaitan antara

satu dengan yang lain dan membentuk suatu kesatuan. Penulis membagi

18



analisis pembahasan dalam lima bab pembahasan dan kemudian bisa
disederhanakan dalam tiga pokok pembahasan yakni pendahuluan, isi,

penutup.

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian yang
diantaranya membahas tentang latar belakanag masalah yang merupakan
gambaran dasar dari permasalhaan yang diangkat dalam penelitian, kemudian
dilanjutkaan dengan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, dan diakhiri oleh sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas secara mendalam mengenai teori implementasi

hukum dan Maslahah Mursalah

Bab ketiga, membahas mengenai landasan hukum dan urgensi
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19,
peraturan protokol kesehatan, dan penyelesaian hukum terhadap pelanggar

protokol kesehatan selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Bab keempat, menjelaskan analisis tentang implementasi peraturan
protokol kesehatan pada penyenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan pandangan
maslahah mursalah terhadap peraturan protokol kesehatan penyelenggaraan
Pilkada Serentak 2020

Bab kelima, meupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sesuai
rumusan masalah, saran atas penyempurnaan terhadap penelitian ini yang
dilengkapi dengan dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua

sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada Bab IV, maka penelitian ini dapat

memeberikan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi mengenai pemberlakuan protokol kesehatan saat
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Indonesia tidak sepenuhnya
terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyak
ditemukan pihak-pihak yang melanggar pada setiap tahapan Pilkada.
Para pelanggar tersebut bukan hanya berasal dari bapaslon maupun tim
kampanye, namun juga berasal dari penyelenggara pilkada sendiri yaitu
seperti para petugas KPPS. Selain hal tersebut KPU, Bawaslu, maupun
penegak hukum lainnya yang bertugas saat pelaksanaan Pilkada
berlangsung masih kurang tegas dalam melakukan penindakan hukum
terhadap pelanggar. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, maupun penegak
hukum lainnya tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam penindakan
bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal tersebut dikarenakan masih
banyaknya pihak pelanggar yang tidak mendapatkan respon atau
penindakan hukum yang sesuai dengan sanksi pada peraturan yang

berlaku.

Pembuatan aturan baru agar mekanisme penyelenggaraan Pilkada

Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol
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kesehatan telah membawa pada kemaslahatan atau kepentingan umum.
Dengan mekanisme baru tersebut, pemerintah dapat mengurangi resiko
penyebaran covid-19 di Indonesia saat pelaksanaan Pilkada Serentak
2020 berlangsung. Hal tersebut juga telah sejalan dengan pola
penanganan dharuriyah pada teori maslahah mursalah. Kebijakan ini
mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan yang hakiki bagi

masyarakat banyak
B. Saran

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji perihal pelaksanaan Pilkada Serentak
2020 disaat masa pandemi Covid-19. Indonesia yang merupakan negara demokrasi
mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu yang aman dan adil.
Dalam mewujudkan pemilu yang aman dan adil sekiranya diperlukan keselarasan
antara pemerintah dan juga rakyat untuk saling berkerjasama dalam

pelaksanaannya.

Pada diwaktu kedepan diharapkan keputusan-keputusan pemerintah agar
lebih terukur kembali dalam mengkaji segala kebijakan maupun keputusan yang
akan di keluarkan. Pemerintah perlu untuk menyusun dan menerima segala aspek
pertimbangan dengan lebih luas lagi agar mendapatkan keputusan yang dihasilkan
dapat mencapai kemaslahatan bersama. Disisi lain dibutuhkan partisipasi dari
rakyat untuk memberikan masukan maupun kritik melalui mekanisme yang ada

untuk mendukung terciptanya kebijakan yang berlandaskan kemaslahatan bersama.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak memiliki

kekurangan. Dan kami berharap kepada peneliti-penelitian selanjutnya supaya
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dapat mengembagkan dan menyempurakan penelitian ini sehingga menjadi
penelitian yang lebih sempurna demi mewujudkan kebijakan yang berlandaskan

kemaslahatan di Indonesia.
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